
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembenlukan Daerah-daerah Kabupalen dalarn 
lingkungan Provmsi Jawa Baral (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Namer 17 Tahun 2003 temang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Namer 4 7, T ambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia, Nomor 4287): 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sislem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nom0< 104,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomat 4421). 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun :2004 tentang 
Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun :2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebaga,mana 
telah diubah beberapa kali, lerakhir dengan Undang- 

a bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemetintahan 
daerah, perto disusun Rencana Keija Pembangunan 
Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD; 

b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten 
Bekasi adalah merupakan penjabaran dari Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah berdasarkan 
Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 
tenlang RPJMO Kabupaten Bekas, Tahun 2012-2017; 

c. bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan 
Daerah Kabupaten Bekas, akan menggunakan RKPD 
Onlme Kabupaten Bekasi, 

d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b dan huruf c di alas maka perlu 
disusun Peraturan Bupali lentang Petun1uk Teknis RKPO 
Online Kabupaten Bekasi 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI, 

TENT ANG 

PETUNJUK TEKNIS RKPD ONLINE 
KABUPATEN BEKASI 

NOMOR '2 !'Al!tl?l 2013 

PERATURAN BUPATI BEKASI 
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U::iaang "omor 12 Tahun 2008 rentang Perubahan Kedua 
AJas Undang·Undang Nomor 32 Tanur1 2004 tentang 
Pemenntahan Daerah (Lembaran NE19ara Repubhl< 
lndooesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4844); 

5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 teruang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68. T ambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725): 

6. undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi 
dan Transaksi E!ektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4843): 

7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan lnformasl Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4846). 

8. Pera tu ran Pemerintah Nomor 58 T ahun 2005 temang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4578): 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Oaerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737): 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 temang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4815). 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 T ahun 2008 1entang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 
(Lembaran Negara Repubbk Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Repubbk Indonesia 
Nomor 4817): 

12. Peraturan Menten Oa!am Negeri Nomor 13 Tahon 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah: 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 T ahun 2008 
tentang Urusan Pemenntahan Kabupaten Bekas, 
(lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nom0< 
8): 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3). 

- 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Oaerah adalah Kabupaten Bekasi. 
2. Pemerintah Daerah adatah Pemerinlah Kabupaten Bekasi. 
3. Pembangunan daerah adalah pembangunan daerah Kabupalen BekaSI dengan 

memanfaalkan sumber daya yang dimiliki untuk pernngkatan kese(<lhleraan 
masvarexat yang nyata. baik datam aspek pendapatan, kesernpatan kerja 
lapangan berusaha. akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing. 
maupun peningkatan indek.s pembangunan rnanusia. 

4. Perencanaan pembangunan daeran adalah suatu proses penyus.unan tahapan 
tahapan keg1atan yang melibatkan berbaqai unsur pemangku kepenllngan d1 
dalamnya. guna pemanfaalan dan pengalokasian sumber daya yang ada 
datarn rangka meningkatJ<an kesejahteraan sosial dalam wilayah Kabupaten 
Bekasi dalam jangka waklu tertemu 

5. Saluan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPO 
adalah perangkal daerah pada pemerintah Kabupaten Bekasi. 

6. Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan 
Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemenntahan yang 
melaksanakan tugas dan mengkoordinas,kan penyusunan. pengendahan. dan 
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten Bekasi 

7. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat 
musrenbang adatah forum antarpemangku kepentingan dalam ra.ngka 
menyusun rencana pembangunan daerah. 

8. Forum Gabungan SKPO yang selanjulnya d,singkal FGS merupakan wahana 
antar pihak-pihak yang langsung atau bdak tangsung mendapalkan manfaat 
alau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD 
Kabupaten Bekasi 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Oaerah yang selanjutnya dismgkat 
RP JMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk penode 5 (tuna) lahun. 

10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adatah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau 
disebut dengan rencana pembangunan tahunan daeran. 

11 Rencana strategis SKPO yang selanjutnya disingkat dengan Rensua SKPO 
adalah dokumen perencanaan SKPO untuk periode 5 (lima) tanun, 

Pasal1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PETUNJUK 
TEKNIS RKPD ON LINE KABUPATEN BEKASI 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

15 Per.mm,n Daerah K"1:lupaten Bekas Nomor 6 TahWI' 2012 
•ertang Rencana Pemt>angunan Jangka Menengah 
Oaerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017 {Lembaran 
Oaerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor6); 

16 Pe,aturan Bupati Bekasi Nomor 22 Tahun 2013 tentang 
Rencana Ke,ja Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2013 (Serita Oaerah Kabupaten Bekas, Tahun 2013 
Nomor 22). 



Pasal2 
(1) RKPD Onhne adalah aphkasi yang digunakan dalam proses penyusunan 

perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bekasi mula1 dan pelaksanaan 
Musrenbang Oesa sampai dengan penyusunan Rancangan APBD. 

BAB II 
TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP RKPO ONLINE 

16. Kebijakan Umum APBO yang selanjutnya d1Singkat KUA adalah dokumen yang 
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsr 
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

17 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksunal anggaran 
yang diberikan kepada SKPO untuk setiap program sebagai acuan dalam 
penyusunan RKA-SKPO sebelum disepakati dengan DPRD. 

18. Rencana Kefja dan Anggaran SKPD yang selaniutnya disebut RKA adalah 
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan 
SKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
(RKPD} dan Rencana Kerja SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun 
anggaran dan anggaran yang d1pertukan untuk melaksanakannya. 

19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Perubahan yang selanjutnya disebU1 
RKAP adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang betisi program 
dan kegiatan SKPD yang disusun karena adanya penyesuaian terhadap 
capaian target klnerja dan/alau prakiraanlrencana keuangan tahunan 
pemerlntahan daerah 

20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selaniutnya disingkat DPA 
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan. belanja dan pembiayaan 
yang digunakan sebaqai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna 
anggaran. 

21- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 
DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan 
pembiayaan yang dlgunakan sebagal dasar pelaksanaan Perubahan APBD 
oleh pengguna anggaran 

22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 
beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada seatu 
program. dan terdiri dan sekumpulan bndakan pengerahan sumber daya baik 
yang berupa personll (somber daya manusia), barang modal tennasuk 
peralalan dan teknologi. dana. atau kombinas, dari beberapa alau kesemua 
jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan 
keluaran (output) dalam bentuk barangljasa. 

15 

A....,,-a ::..aer.~ ~ ~ se;anu:r.ya: d!:Sing;rat IAPO ada~ tim 
1-r.>: <E?••"""" 1>u;:,.ab darr cl~pon cleh sei<retaris daw.ih 
)·aa,,; ;:,: b;A ~-n seru, mela<sanasan kebijakan bupatl 
dai,;m r.,a;;;u per, ..sunan ASPD yang anggctanya terdin dan pejabat 
~ ~-ra,.. ?P"'r<Odan pejabat lam11ya sesual kebutvhan 
Ranca",lan t,nggaran Pendapatan dan Belanja Oaearah. selanjutnya dis,ngkal 
RAPBO adalah rancangan rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah 
yang d,oanas dan disetujui bersama oleh pemerintah daeran dan OPRD dan 
oitetapkan dengan Peraturan Oaerah. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah. seian1utnya d,smgkat APBD adala~ 
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang d1bahas dan cfisetuJu• 
bersama olen pemerintah daerah dan OPRD can ditetapkan dengan Pe<aturan 
Dae rah+ 
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Pasal7 

Dalam ha! terdapat suatu kebijakan dan/atau keadaan lainnya yang menyebabkan 
penggunaan RKPD Onl;ne dalam proses penyusunan rencana pembangunan 
tahunan daerah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akan 
dilakukan penyesuaian 

BABV 
KETENTUAN PERALIHAN 

(1) Masyarakat dapat mengusulkan kegiatan pembangunan melalu, RKPO 
Online 

{2) Usu Ian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima secara 
langsung oteh SKPD. 

(3) Masyarakat dapat melihat Renja SKPD melalui RKPD Online. 

BAB IV 
USULAN MASYARAKAT 

Pasal6 
• - 

(1) SKPO sebagai pengguna RKPD Online. 
(2) Bappeda sebagai administrator pengoperasian RKPO Online. 

BAB Ill 
KEOUOUKAN SKPO OALAM RKPO ONLINE 

Pasal 5 

(1) RKPD Onhne sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1} dapat d1pergunakan oleh : 
a. SKPD: 
b Masyarakat. 

(2} Ruang Lingkup RKPD Online sebagalmana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: 
a. Rencana Kerja: 
b. Hasil Musrenbang: 
c, Usulan Masyarakat. 

(3) Hasil dari RKPD Onhne menjadi pedoman bagi TAPD daJam melakvkan 
penelidan Renja, RKNRKAP dan DPAIDPPA SKPO 

Pasal4 

1, TuJu.a" ="OE--g:1.1-.aiitaflnya RKPD Onune dalam penyusunan perencanaan 
pem~una,, daerati Kabupa1e,, Bekasi adatah 
a. Memudahkan SKPD dalam menyusun Renja SKPD. 
b Memudahkan dalam menyampaikan usulan Musrenbang; 
c Memudahkan masyarakat catarn menyampaikan usutan pembangu.nan; 
d. Memudahkan Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD: . 
e. Memudahkan dalam melakukan monitoring dan evaluas1 reocana 

pembangunan daeran. 
(2} RKPO Online berfungsi sebagai : 

a. Sarana yang dapat membantu pemetaan Renja SKPO agar sesua, dengan 
Renstra SKPO dan RPJMO; 

b. Rekam 1ejak usulan kegiatan mulai dari usulan yang disampaikan pada saat 
Musrenbang Desa sampai dengan penetapan APBO 

Pasal 3 
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j leUPATI BEKASI ;.( 

oaetapkan di Cikarang Pusat 
Pada Tang9aJ 12 llt""ub"r 2013 

Pasal8 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berrta Daerah Kabupaten 
Bekasi. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 


